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PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RENCANA

TATA

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

RUANG WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

a.

bahwa wuntuk mengarahkan pembangunan di Daerah Khusus
ibukota Jakarta dengan memanfaatkan mang wilayah secara
serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna,
berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meniagkatkan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dam pertahanan

keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah ;

bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan
antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata
Ruang Wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan mang
bagi semua kepentingan secara terpadu vyang dilak:sanakan
secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau® dunia
usaha ;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pernermtah
Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruan” Wilayah
Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan
mang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;



LD Tahun
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23

bahwa Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 perlu
disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat dan

rujukan baru dari tingkat nasional ;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, c¢ dan
huruf d, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah
Propinsi Daerah Khusus |Ibukota Jakarta dengan Peraturan

Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Tahim 1974 Nomor 65, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3046) ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3 1 86) ;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 5 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3234), sebagaimana telah dimbah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) ;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3318) ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3427) ;



